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ABSTRAK

Tujuan penelitian guna memahami hakikat makna Kekerasan Berbasis Gender (KBG) dalam
perkembangannya di ranah hukum internasional serta menelusuri dan menelaah pengaturan
mengenai Kekerasan Berbasis Gender dalam perkembangan hukum internasional. Artikel ini
menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan atau
Statute Approach, dan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil studi menunjukkan bahwa
Kekerasan Berbasis Gender digambarkan sebagai tindakan yang dilakukan dalam persaingan terhadap
seseorang berdasarkan jenis kelaminnya yang mengakibatkan ketidaknyamanan fisik, psikologis,
dan/atau seksual. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, KBG berkembang menjadi Kekerasan
Berbasis Gender Online, yaitu tindakan agresi yang dilakukan melalui saluran internet dan internet
yang menyebabkan penderitaan serupa pada korban melalui ancaman, pelecehan, dan
penyalahgunaan data pribadi secara online. Meskipun ada beberapa pengaturan mengenai KBG dalam
hukum internasional, salah satunya adalah Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), tidak ada sumber hukum yang mengikat kiat khusus
yang mengendalikan mengenai Kekerasan Berbasis Gender Online. Hal ini menunjukkan adanya
kekosongan norma dalam hukum internasional terkait KBG Online, yang menuntut perhatian lebih
lanjut untuk pengembangan regulasi yang tepat guna melindungi hak-hak individu di era digital.

Kata Kunci: Kekerasan Berbasis Gender, Kekerasan Berbasis Gender Online, Hukum Internasional, CEDAW

ABSTRACT

This research aims to understand the essence of the meaning of Gender-Based Violence (GBV) in its
development in the realm of international law and to explore and examine regulations regarding
Gender-Based Violence in the development of international law. This article makes use of normative
studies methodologies, taking a statutory regulatory technique, and evaluates the effects qualitatively.
In line with the findings, gender-based totally completely violence is defined as an act that motives
bodily damage to an person primarily based totally on their gender, psychological and/or sexual
suffering. As time and technology develop, GBV has developed into Online Gender-Based Violence,
namely acts of violence committed via digital platforms and the internet that cause similar suffering to
victims through threats, harassment and misuse of personal data online. Although there are several
regulations regarding GBV in international law, one example of such law is the conference at the
elimination of All varieties of Discrimination closer to women (CEDAW), there is no binding legal
source that specifically regulates Online Gender-Based Violence. This shows the absence of norms in
international law regarding online KBG, which demands further attention to the development of
appropriate regulations to protect individual rights in the digital era.
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L. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi pada abad 21
modern telah mengubah kehidupan manusia secara substansial. Salah satu
dari sekian hasil pengembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi
ialah internet. Secara etimologis, internet merupakan akronim dari kata
"interconnection" dan "networking", yang mana masing-masing dapat diartikan
sebagai "perhubungan global" dan "jaringan"!. Selain itu, menurut Hidayat dan
Yusnidah (2020), Internet juga dapat dimaknai sebagai sebuah jaringan
computer yang memanfaatkan Protokol Internet untuk melakukan komunikasi
dan pembagian informasi dalam cakupan tertentu 2. Sehingga, dari penjelasan
diatas Internet dapat dimaknai sebagai sebuah jaringan computer yang
memanfaatkan protokol pribadi untuk berkomunikasi dan berbagi informasi
secara global.

Hadirnya internet sangatlah membantu manusia dalam menjalankan
berbagai aspek penting dalam kehidupan, beberapa contohnya yaitu di bidang
kesehatan, pendidikan serta bisnis. Tetapi, terlepas dari manfaatnya yang
begitu besar, internet juga membawa tantangan baru dalam kehidupan
manusia dengan meningkatnya kasus kekerasan berbasis gender (Gender Based
Violence) dalam platform digital yang dikenal media sosial.

Media sosial menjadi platform media online (dalam jaringan) Pengguna
dapat menggunakan media sosial untuk perluasan. tersebut untuk memenuhi
kebutuhan komunikasinya3. Mulawarman dalam Kosasih (2021) menyebutkan
bahwa “media sosial berasal dari dua kata yaitu kata “media” yang berarti
sebuah alat yang digunakan untuk bersosialisasi dan kata “sosial” yang berarti
sebuah aksi maupun interaksi seseorang terhadap masyarakat sekelilingnya,
sehingga media sosial dapat diartikan sebagai alat komunikasi yang
digunakan untuk bersosialisasi”#. Terakhir, media sosial merupakan sebuah
platform media yang berfokus pada eksistensi pengguna demi memfasilitasi
mereka dalam kegiatan aktivitas dan kolaborasi pengguna®. Dalam penjelasan
sebelumnya, kesimpulannya, media sosial merupakan sebuah alat komunikasi
yang berfokus pada eksistensi pengguna untuk mempermudah pengguna
tersebut dalam beraktivitas dan berkolaborasi. Contoh dari media sosial itu
sendiri ialah Facebook, Twitter dan Instagram.

Kemudahan dalam mengakses platform tersebut memicu dampak positif
dan negatif sebab pengguna media sosial mempunyai latar belakang yang
beragam dapat bebas menyuarakan opininya. Tingkat anonimitas yang tinggi

1 Rahman, Danial. “Pemanfaatan Internet Sebagai Sumber Belajar Dan Informasi”.
Maktabatun: Jurnal Perpustakaan Dan Informasi 1, Nomor 1 (2021): 9-14.

2 Hidayat, M. Iman dan Yusnidah. “Revolusi Pendidikan Tinggi Di Era Industri” (Sleman:
Deepublish, 2020).

3 Widada, CK. "Menuju kepustakawanan perguruan tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah
Berkemajuan". Journal of Documentation and Information Science 2, Nomor 1 (2018): 23-30.

4 Engkos Kosasih dkk. “Literasi Media Sosial dalam Pemasyarakatan Moderasi Beragama
dalam Situasi Pandemi COVID-19”. (Bandung: UIN Sunan Gunung Jati, 2020).

5 Setiadi, Ahmad. "Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi". Cakrawala:
Jurnal Humaniora Universitas Bina Sarana Informatika 16, Nomor 2 (2016): 1-7.
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serta penyebaran pengaruh yang luas dalam media sosial dapat digunakan
sebagai alat penyebarluasan kebencian, intimidasi, dan kekerasan. Sebuah
kelemahan penggunaan media sosial ialah meningkatnya kasus kekerasan
berbasis gender (Gender Based Violence) terutama bagi kelompok rentan, yang
mana dalam hal ini, perempuan.

Gender Based Violence [selanjutnya akan disebut “GBV”] atau kekerasan
berbasis gender merupakan sebuah bentuk kekerasan yang dilakukan
terhadap seseorang karena jenis kelamin atau gendernya dimana hal ini
memaksa korban untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan
keinginannya dengan beberapa cara yaitu kekerasan, paksaan, ancaman,
penipuan, ekspektasi budaya, atau ekonomi®. Kekerasan pada Perempuan
memiliki banyak bentuk berbeda yang diwujudkan dalam ragam bentuk yang
saling terkait dan berulang, dan salah satu bentuk nyata manifestasi tersebut
ialah munculnya Online Gender Based Violence [selanjutnya disebut “OGBV”]
atau kekerasan berbasis gender online.

Kekerasan berbasis gender online (KBGO) merupakan tindakan yang
dilakukan melalui saluran teknologi dengan tujuan atau alasan untuk
melecehkan terutama berdasarkan jenis kelamin atau orientasi seksual mereka.
Kekerasan berbasis gender online penting untuk dibedakan dengan kejahatan
berbasis gender secara konvensional sebab jenis kekerasan akan memengaruhi
upaya pencegahan dan perawatan yang digunakan’. Kekerasan berbasis
gender online mencakup spektrum perilaku dengan bentuk-bentuknya yaitu
pelecehan secara daring (cyber harassment), pendekatan dengan niat
memperdaya (cyber grooming), peretasan (hacking), pelanggaran privasi
(infringement of privacy), ancaman distribusi foto/video pribadi (malicious
distribution), revenge porn, impersonasi, pencemaran nama baik serta
rekrutmen daring (online recruitment)8.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tergerak untuk mengkaji pengaturan
mengenai Kekerasan Gender Berbasis Online (Online Gender Based Violence)
dalam Hukum Internasional. Hingga saat ini, hanya terdapat satu artikel oleh
Prima Yustisia Nurul Islami dengan judul “Digitalisasi Kekerasan Perempuan:
Studi Reproduksi Pelecehan Melalui Media Sosial” yang mengkaji
perkembangan kekerasan berbasis gender, namun melalui sudut pandang
sosiologi®. Oleh sebab itu, penulis memutuskan untuk meneliti mengenai
perkembangan Kekerasan Berbasis Gender Online (Online Gender Based
Violence) melalui sudut pandang Hukum Internasional.

6 UNCHR The UN Refugee Agency. “Sexual and Gender-Based Violence”. URL:
“https:/ /help.unhcr.org/ turkive/social-economic-and-civil-matters/ sexual-and-gender-
based-violence/”, diakses pada 10 Juli 2024.

7Kusuma, Ellen dan Arum, Nenden Sekar. “ Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender
Online” (SAFEnet, 2020), 4.

8 Prameswari, Jihan Risya Cahyani; Hehanussa, Deassy Jacomina Anthoneta; Salamor, Yonna
Beatrix. "Kekerasan Berbasis Gender Di Media Sosial". Pattimura Magister Law Review 1,
Nomor 1 (2021): 55-61.

9 Islami, Prima Yustisia Nurul. “Digitalisasi Kekerasan Perempuan: Studi Reproduksi
Pelecehan Melalui Media Sosial”. Saskara International Journal of Society Studies 1, Nomor 2
(2022): 1-23.
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1.2. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah hakikat makna mengenai Kekerasan Berbasis Gender
dalam perkembangannya di ranah Hukum Internasional?
2. Bagaimanakah pengaturan mengenai Kekerasan Berbasis Gender dalam
perkembangannya di ranah Hukum Internasional?
1.3. Tujuan Penulisan
Tujuan artikel ini guna memahami inti dari makna mengenai Kekerasan
Berbasis Gender dalam perkembangannya di ranah Hukum Internasional
serta menelusuri dan menelaah pengaturan mengenai Kekerasan Berbasis
Gender dalam perkembangannya di ranah Hukum Internasional.
II.  Metode Penelitian

Penulisan artikel ini mempergunakan metode penelitian hukum normative
dimana metode penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan suatu aturan,
prinsip atau doktrin hukum yang akan berguna demi menjawab masalah
dari artikel inil?. Selanjutnya, penulisan artikel ini menerapkan dua jenis
pendekatan, yaitu perundang-undangan (statute approach) dan fakta (factual
approach). Terakhir, sumber hukum dari penelitian ini dikutip dari konvensi
internasional sebagai sumber hukum primer, buku dan pendapat ahli
hukum sebagai sumber hukum sekunder, serta artikel internet (website
resmi organisasi/jurnal elektronik) sebagai sumber hukum tersier.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hakikat Makna Kekerasan Berbasis Gender Dalam Perkembangannya
Di Ranah Hukum Internasional
Gender Based Violence, atau yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai
Kekerasan Berbasis Gender, merupakan sebuah terminasi payung bagi
seluruh tindakan membahayakan yang melawan kehendak seseorang dan
didasarkan pada perbedaan yang ditentukan secara sosial, dalam
pengertian ini, gender, yang mencakup perempuan dan laki-laki, mengacu
pada kegiatan yang menyebabkan kerusakan atau penderitaan fisik,
seksual, atau emosional, ancaman, pemaksaan dan perampasan kebebasan
lainnya yang dapat terjadi di depan umum maupun secara pribadi'l.
Pernyataan tahun 1993 tentang Penghapusan Kekerasan terhadap
Perempuan mendefinisikan kekerasan berbasis gender sebagai tindakan
yang dilakukan terhadap seorang perempuan semata-mata karena alasan
yang menyebabkan penderitaan fisik, mental, atau seksual, termasuk
ancaman, paksaan, dan perampasan hak secara sewenang-wenang, baik di
ruang pribadi maupun publik?. Kekerasan berbasis gender memiliki
beberapa faktor penyebab, yaitu adanya dalam gaya hidup patriarki, laki-

10 Marzuki, Peter Mahmud. “Penelitian Hukum” (Jakarta, Kencana Prenada Group, 2007), 35.

1 European Commission. “What is gender-based violence?”. URL:
“https:/ /commission.europa.eu/ strategyv-and-policy / policies /justice-and-fundamental-
rights/ gender-equality / gender-based-violence/ what-gender-based-violence_en”. Diakses
pada 10 Juli 2024.

12 Komnas Perempuan. “Sistem Penerimaan Pengaduan Komnas Perempuan”. URL:
“https:/ /komnasperempuan.go.id /instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail / sistem-
penerimaan-pengaduan-komnas-perempuan”. Diakses pada 10 Juli 2024.
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laki adalah otoritas yang vital dan unik'®, maraknya foxic masculinity atau
kondisi dimana laki-laki dianggap maju atau domina ndi kalangan prial4,
adanya relasi kuasal>, serta kondisi ekonomi yang rendah atau
kemiskinan'®. Kekerasan berbasis gender memiliki berbagai macam bentuk,

yaitu:
1. Pemerkosaan
2. Serangan fisik dalam rumah tangga (domestic abuse)
3. Penyunatan pada perempuan!”
4. Prostitusi paksa
5. Perdagangan perempuan
6. Pemaksaan aborsi
7. Pemaksaan kehamilan'®
8. Perbudakan seksual
9. Pemaksaan kontrasepsi®®

Berdasarkan data KOMNAS Perempuan dalam Catatan Tahunan Komnas
Perempuan (CATAHU) Tahun 2023, tercatat sekitar 289.111 kasus yang
teridentifikasi sebagai kekerasan berbasis gender dari 3 lembaga utama
pelayanan pengaduan kasus kekerasan, yaitu KOMNAS Perempuan
sebanyak 3.303 kasus, Lembaga layanan lain sebanyak 6.305 kasus, serta
Badan Peradilan Agama (BADILAG) sebanyak 279.503 kasus.

Seiring berjalannya waktu dan dengan munculnya teknologi-teknologi
terbarukan di dunia, Kekerasan Berbasis Gender pun ikut berevolusi dan
memiliki cabang baru yaitu Kekerasan Berbasis Gender Online (Online
Gender Based Violence). Kekerasan berbasis gender online (KBGO) atau
KBG yang difasilitasi teknologi dapat didefinisikan sebagai tindakan yang
dilakukan melalui medium teknologi dengan niatan atau maksud
melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual?. United Nations
Population Fund (UNFPA) mendefinisikan pengertian Kekerasan Berbasis
Gender Online sebagai kekerasan digital yang dilakukan dan diperkuat

13 Sakina, Ade Irma dan A., Dessy Hasanah Siti. "Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia".
Share: Social Work Journal 7, Nomor 1 (2017): 71-80.

14 Nikmatullah. "Demi Nama Baik Kampus vs Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan
Seksual di Kampus". Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming 14, Nomor 2 (2020): 37-53.

15 Purwanti, Ani. Kekerasan Berbasis Gender (Yogyakarta, CV Bildung Nusantara, 2020), 15.

16 Sutiawati dan Mappaselleng, Nur Fadhilah. "Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan
dalam Rumah Tangga di Kota Makassar". Jurnal Wawasan Yuridika 4, Nomor 1 (2020): 17-30.
17 Umniyyah, Zahratul. "Kekerasan Berbasis Gender: Belenggu Patriarki Terhadap
Perempuan Dalam Novel Tempurung Karya Oka Rusmini". Journal of Feminism and Gender
Studies 1, Nomor 1 (2021): 22-29.

18 Yayasan Kesehatan Perempuan, “Kekerasan Berbasis Gender (KGB)”, URL:
“https:/ /vkp.or.id/datainfo/materi/140”, diakses pada 15 Juli 2024.

19 Cari Layanan, “Apa Itu Kekerasan Berbasis Gender?”, URL:
“https:/ /carilavanan.com/ apa-itu-kekerasan-berbasis-

gender/ #:~:text=Perkosaan %20(pemaksaan %20hubungan %20seksual) kekerasan % 20agar %
20menjadi%?20pekerja%20seks”, diakses pada 15 Juli 2024.

20 Lismini, Rita. “Online Gender-Based Violence (KBGO) Ethnography Study On Twitter”.
Jurnal Syntax Admiration 4, Nomor 5 (2023), 623-633.
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3.2

melalui penggunaan informasi dan komunikasi, teknologi atau ruang
digital terhadap seseorang berdasarkan gender yang difasilitasi melalui
desain dan penggunaan teknologi yang ada serta teknologi baru dan yang
sedang berkembang (baik perangkat keras maupun perangkat lunak)?!.
Terdapat 8 bentuk kekerasan berbasis gender online sesuai laporan Komnas
Perempuan, yaitu pendekatan untuk memperdaya (cyber grooming),
pelecehan online (cyber harassment), peretasan (hacking), konten ilegal (illegal
content), pelanggaran privasi (infringement of privacy), ancaman distribusi
foto/video pribadi (malicious distribution), pencemaran nama baik (online
defamation), dan rekrutmen online (online recruitment). Sementara itu, dalam
Internet Governance Forum dipaparkan bahwa kekerasan berbasis gender
online mencakup spektrum perilaku, termasuk penguntitan,
pengintimidasian, pelecehan seksual, pencemaran nama baik, ujaran
kebencian dan eksploitasi. KBGO juga dapat masuk ke dunia offline, di
mana korban atau penyintas mengalami kombinasi penyiksaan fisik,
seksual, dan psikologis, baik secara online maupun langsung di dunia nyata
saat offline. Merujuk pada data Catatan Tahunan Komnas Perempuan
(Catahu) Tahun 2020, Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS)
menghadapi peningkatan sebesar 348%, dari 409 kasus pada tahun 2019
menjadi 1.425 kasus pada tahun 2020. Ancaman dan tindakan menyebarkan
materi bermuatan seksual milik korban dan pengirim materi seksual untuk
melecehkan atau menyakiti korban merupakan dua jenis Kekerasan
Berbasis Gender Siber (KBGS). Selain itu, menurut penelitian yang
dilakukan Morgan (2018), 76% dari 1.000 responden perempuan di bawah
usia 30 tahun pernah mengalami pelecehan seksual online dalam bentuk
permohonan untuk obrolan yang menggoda dan mengganggu.
Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Dalam Perkembangannya Di
Ranah Hukum Internasional

Dalam upaya mengatasi kekerasan berbasis gender, para ahli dan
pemangku jabatan dalam bidang hukum internasional telah
mengembangkan berbagai instrumen untuk melindungi hak-hak
perempuan, salah satu yang utama ialah Konvensi tentang Penghapusan
Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). CEDAW atau
Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
atau Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
Terhadap Wanita dalam Bahasa Indonesia merupakan sebuah instrument
internasional yang bertujuan untuk mengeliminasi diskriminasi terhadap
perempuan berbagai bidang serta mempromosikan kesetaraan pada
perempuan dan anak gadis?>. CEDAW sendiri telah menjadi legal dengan
disahkannya Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 18
Desember 1979, dan mulai berlaku pada tanggal 3 September 1981 sesuai
dengan Pasal 27 (1) yang terkandung didalam konvensi tersebut. Hingga
saat ini, CEDAW telah diratifikasi oleh 189 negara.

21 United Nations Population Fund (UNFPA). “Technology-Facilitated Gender-Based Violence: A
Growing Threat”. URL: “https:/ /www.unfpa.org/TFGBV”. Diakses pada 15 Agustus 2024.

22 UN Women. “Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
(CEDAW) for Youth”. (UN Women Head Quarters, 2016). 20.
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Implementasi CEDAW sangatlah penting dalam penegakan hukum
terhadap kasus kekerasan berbasis gender sebab CEDAW menyediakan
kerangka hukum yang komprehensif dan bersifat mengikat bagi negara-
negara anggotanya untuk menghapuskan diskriminasi dan kekerasan
terhadap perempuan. Melalui CEDAW, negara-negara diwajibkan untuk
menyelaraskan undang-undang nasional mereka dengan standar
internasional, sehingga menciptakan dasar hukum yang kuat untuk
menindak pelaku kekerasan berbasis gender dan melindungi korban. Salah
satu contohnya yaitu ketika Indonesia meratifikasi CEDAW dengan
mengesahkan UU No. 7 Tahun 1984 tentang “Pengesahan Konvensi
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan”. Lebih
lanjut lagi, CEDAW mendorong negara-negara untuk mengembangkan
kebijakan dan program yang holistik, termasuk pendidikan dan
peningkatan pengakuan di masyarakat mengenai sejumlah hak perempuan
serta layanan dukungan bagi korban kekerasan. Pengawasan oleh Komite
CEDAW juga memastikan bahwa negara-negara bertanggung jawab atas
implementasi dan kemajuan mereka dalam menangani kekerasan berbasis
gender.

Sementara itu, Kekerasan Berbasis Gender Online belum memiliki konvensi
atau pengaturan internasional sebagaimana dimiliki oleh Kekerasan
Berbasis Gender. Namun, terdapat beberapa aturan dari organisasi-
organisasi dalam Hukum Internasional mengenai topik ini. Pertama, Pasal
2, 3, dan 25 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
(ICCPR) mengatur mengenai hak non-diskriminasi, termasuk diskriminasi
berdasarkan jenis kelamin. Meski pasal-pasal di atas tidak serta merta
menyebutkan tentang kekerasan berbasis gender online, namun kebencian
berbasis gender juga harus dianggap sebagai salah satu bentuk pelanggaran
hak asasi manusia??.

Kedua, Special Rapporteurs 38/47 mengenai kekerasan berbasis online
terhadap perempuan dan anak perempuan menyatakan bahwa Internet
dan teknologi digital haruslah menjadi penggerak dalam mendukung hak
dan ruang digital sebagaimana hak-hak offline ditegakkan dan menjadi
pembuka jalan diskusi mengenai dampak teknologi digital pada
perempuan dan anak perempuan.

Ketiga, dalam Resolusi 32/13, Dewan Hak Asasi Manusia menetapkan
pemahaman utama bagi perlindungan perempuan di internet dengan
menegaskan bahwa hak-hak yang dimiliki masyarakat juga harus
dilindungi secara online, yang mana berafiliasi juga dengan Resolusi HRC
20/8. Selain kedua resolusi tersebut, terdapat Resolusi 35/9 yang
menekankan bahwa kekerasan online terhadap perempuan harus ditangani
dalam konteks diskriminasi dan kekerasan gender offline yang lebih luas.
Keempat, Rekomendasi CEDAW Nomor 19 yang diadopsi pada tahun 1992
menyatakan bahwa kekerasan berbasis gender merupakan salah satu
bentuk diskriminasi terhadap perempuan, yang mana merupakan
pelanggaran hak asasi, yang didefinisikan sebagai kekerasan yang

2 Aziz, Zarizana Abdul. "Due Diligence And Accountability For Online Violence Against
Women". APC Project (2017), 1-22.
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dilayangkan terhadap perempuan hanya karena statusnya sebagai seorang
perempuan atau mempengaruhi perempuan secara tidak proporsional.
Akan tetapi, Pelapor Khusus (Special Rapporteurs) hanya merupakan
seorang individu atau sekelompok ahli yang diberi mandat untuk
memantau, mempromosikan dan meningkatkan kesadaran mengenai hak
asasi manusia tertentu di seluruh dunia, serta memfasilitasi diskusi global
yang akhirnya akan berbuah menjadi tindakan?*. Selanjutnya, sesuai
dengan peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa, resolusi dan rekomendasi
hanyalah ekspresi formal dari organ-organ dalam PBB 2yang mana hanya
bisa mengikat jika sebuah negara anggota mempertimbangkan untuk
menerapkan resolusi dan rekomendasi tersebut secara mengikat di negara
tersebut, namun, sangat perlu untuk diketahui bahwa resolusi yang
disetujui oleh anggota Dewan Keamanan memiliki kemungkinan besar
untuk dapat mengikat mengingat hak veto yang dimiliki oleh kelima
negara Dewan Keamanan tersebut?®. Maka, resolusi dan rekomendasi
mengenai Kekerasan Berbasis Gender Online yang dikeluarkan oleh PBB
tidaklah bersifat mengikat (legally binding). Oleh sebab itu, diperoleh
kesimpulan bahwa terdapat kekosongan norma mengenai Kekerasan
Berbasis Gender Online (Online Gender Based Violence) dalam Hukum
Internasional.

IV. Kesimpulan Sebagai Penutup
Kekerasan Berbasis Gender merupakan perbuatan yang dilakukan
terhadap seseorang atas dasar gender seseorang tersebut yang
mengakibatkan adanya penderitaan secara fisik, psikologi, dan/atau
seksual yang dapat berupa intimidasi, pemaksaan, ataupun
penyalahgunaan hak dalam sektor pribadi maupun umum. Seiring
bertambahnya waktu dan generasi, Kekerasan Berbasis Gender
berkembang menjadi Kekerasan Berbasis Gender Online, yaitu tindakan
melalui jalur teknis dengan tujuan atau motif menghina korban terutama
berdasarkan jenis kelamin atau seksualitasnya. Terdapat beberapa
pengaturan mengenai Kekerasan Berbasis Gender dalam Hukum
Internasional, salah satunya ialah CEDAW, namun, tiada satupun sumber
hukum yang mengikat yang mengatur mengenai Kekerasan Berbasis

24 United Nations Human Rights Special Procedures, “Being A Special Rapporteurs”,
ohchr.org,

URL: “https:/ /www.google.com/url?q=https:/ /www.ohchr.org/sites/ default/files/Docu
ments/Issues/Water/10anniversary/Being a Special Rapporteur.pdf&sa=Dé&source=docs
&ust=1727846517747538&usg=A0vVawlOm611cVokrdkgOwGMbGlo”, diakses pada 25
Agustus 2024.

25 United Nations Dag Hammarskjold Library, “Are UN Resolutions Binding?”, ask.un,
URL: “https:/ /ask.un.org/faq/15010”, diakses pada 26 Agustus 2024.

26 United Nations Model United Nation, “How Decisions Are Made At The UN”, un.org,
URL: “https:/ /www.google.com/url?q=https:/ /www.un.org/en/model-united-
nations/how-decisions-are-made-
un&sa=D&source=docs&ust=1727846517751606&usg=A0OvVaw3ql6DthpB65PRwj Ewi2Bm
”, diakses pada 26 Agustus 2024.
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Gender Online. Maka dari itu, terdapat kekosongan norma dalam Hukum
Internasional mengenai Kekerasan Berbasis Gender Online.
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